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ABSTRACT

This reseacrh aims to analyze the control of groundwater tax based on the Regent of Bandung Regulation
Number 61 of 2021 at the Regional Revenue Agency of Bandung Regency. The research uses qualitative
approach by analyzing the implementation of policies related to groundwater and the stages of control,
which include setting standards, measuring performance, comparing performance with standards, and
determining the need for corrective actions. Data were collected through interviews, observations, and
documentation. The results of the research indicate that groundwater control in Bandung Regency has not
been effective. The obstacles encountered during the control process include the limited authority for
enforcement by the Regional Revenue Agency as regulated in the groundwater tax regulations, a lack of
coordination between the central government, provincial government, and local government, as well as the
absence of sanctions and/or fines for violations related to groundwater utilization.

Keywords: implementations of policies, groundwater tax, tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian pajak air tanah berdasarkan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 61 Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa implementasi kebijakan terkait air tanah serta
tahapan-tahapan pengendalian yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja
dengan standar dan menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Data dikumpulkan melalui metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengendalian air tanah di
Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Hambatan yang terjadi selama proses pengendalian adalah
keterbatasan kewenangan penindakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang diatur dalam peraturan terkait
pajak air tanah, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
dan belum diberlakukannya sanksi dan/atau denda terkait pelanggaran pemanfaatan air tanah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Air Tanah, Pajak.

PENDAHULUAN tindakan terhadap pihak lain.
Air merupakan salah satu sumber Penggunaan air tanah menghasilkan
daya alam yang sangat vital bagi eksternalitas negatif karena
kehidupan manusia, baik  untuk menimbulkan dampak merugikan bagi
kebutuhan sehari-hari maupun sektor masyarakat, seperti pencemaran air atau
lainnya seperti industri dan pertanian. eksploitasi sumber air tanah melalui
Air tanah, salah satu jenis air yang sumur bor dalam. Dampak negatif dari
banyak dimanfaatkan terutama dalam eksploitasi air tanah secara berlebihan
industri dan bisnis, didefinisikan oleh dapat dikendalikan melalui penerapan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 kebijakan pajak.
sebagai air yang berada dalam lapisan Di Kabupaten Bandung, banyak
tanah atau batuan di bawah permukaan perusahaan atau pelaku usaha yang
tanah. Penggunaan air tanah juga memakai air tanah untuk keperluan
menghasilkan  eksternalitas,  yaitu produksi. Mayoritas perusahaan
dampak yang ditimbulkan oleh suatu bergerak di  Kabupaten Bandung
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bergerak di bidang tekstil atau pakaian
jadi. Berikut adalah rekapitulasi Wajib
Pajak dan sumur produksi berizin dan
tidak berizin di Kabupaten Bandung
Tabel 1. Rekapitulasi Wajib Pajak
dan Sumur Produksi Berizin dan
Tidak Berizin di Kabupaten Bandung
No Jumlah
303
181

Keterangan
Total Wajib Pajak
Total Wajib Pajak yvang Memiliki Izin
Total Sumur Produksi
Sumur Produksi vang Memiliki Izin

523
354

ekl I I I o

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa
Barat Cabang V Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, terdapat
41% Wajib Pajak yang memanfaatkan air
tanah tetapi tidak memiliki izin (belum
perpanjang atau izin habis). Hal ini harus
ditindaklanjuti dengan tegas karena
selama izin perusahaan tidak berlaku
perusahaan masih bisa memanfaatkan air
tanah untuk keperluan produksi. Kendala
perpanjangan izin akibat peralihan
kewenangan dari Dinas ESDM Cabang
IV Provinsi Jawa Barat ke sistem OSS
juga menjadi faktor utama masalah ini
bisa terjadi.

Sebagai langkah konkret dalam
upaya pengendalian pemanfaatan air
tanah, Kabupaten Bandung telah
mengeluarkan peraturan yang secara
khusus mengatur pemungutan Pajak Air
Tanah. Peraturan terkait Pajak Air Tanah
di Kabupaten Bandung diatur melalui
Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
Tahun 2021. Peraturan ini merupakan
pembaruan dari Peraturan Bupati
Bandung Nomor 42 Tahun 2016 yang
sebelumnya menjadi landasan hukum
untuk pemungutan Pajak Air Tanah.
Dalam konteks kebijakan fiskal daerah,
penerapan pajak air tanah melalui
peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk
mengamankan pendapatan daerah, tetapi
juga untuk mengendalikan eksploitasi air
tanah yang dapat merusak lingkungan.
Namun, tantangan dalam implementasi
peraturan ini meliputi  kurangnya
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sosialisasi yang efektif kepada wajib
pajak, kesulitan teknis dalam
pengukuran volume air tanah yang
digunakan, dan permasalahan kepatuhan
wajib  pajak yang masih perlu
ditingkatkan.

Tata cara perhitungan Pajak Air
Tanah yang dijelaskan dalam Peraturan
Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021
akan menjadi faktor penting dalam
proses pengendalian pemanfataan air
tanah di Kabupaten Bandung. Semakin
besar pemanfaatan air tanah yang dilihat
dari volume pemakaian debit air tanah,
semakin besar pula Pajak Air Tanah yang
harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengendalian pajak air
tanah berdasarkan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 61 Tahun 2021. Studi
kasus pada Kantor Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung
akan menjadi fokus utama untuk
memahami sejauh mana kebijakan ini
berhasil diterapkan. Selain itu, penelitian
ini juga akan mengidentifikasi kendala-
kendala yang muncul selama
pelaksanaan kebijakan serta memberikan
rekomendasi praktis untuk
meningkatkan pengendalian terhadap
pemanfaatan air tanah.

Berdasarkan fenomena di atas,
peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul ‘“Analisis Pengendalian
Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021
(Studi Kasus pada Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif.
Menurut Widi (2010;47), “penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang
mencoba memberikan gambaran secara
sistematis tentang situasi, permasalahan,
fenomena, layanan atau program,
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ataupun menyediakan informasi
mengenai kondisi kehidupan masyarakat
pada suatu daerah, tata cara yang berlaku
dalam masyarakat, dan situasinya, sikap,
pandangan, proses yang sedang
berlangsung, pengaruh dari suati
fenomena, serta pengukuran yang cermat
tentang fenomena dalam masyarakat”.
Selanjutnya, menurut Sugiyono (2023;9)
“penelitian kualitatif merupakan suatu
penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme atau enterpretif,
digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah, peneliti adalah
sebagai  instrumen  kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara
trianggulasi ~ (gabungan  observasi,
wawancara, dan dokumentasi), data
yang diperoleh cenderung data kualitatif,
analisis data bersifat kualitatif, dan hasil

penelitian  kualitatif bersifat untuk
memahami makna, memahami
keunikan, mengkonstruksi fenomena,

dan menemukan hipotesis”.

Subjek penelitian ini adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung. Data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara
dengan 3 informan. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari pelaksanaan
prosedur pengendalian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi.  Data  yang  telah
dikumpulkan dianalisis melalui reduksi
data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2023; 132:133).

Untuk menguji keabsahan data,

penelitian ini menggunakan metode
pengujian data berupa credibility,
transferability,  dependability,  dan
confirmability.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
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Prosedur Pendataan PBB-P2 di Badan

Pendapatan Daerah  Kabupaten
Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan
dokumentasi, analisis pengendalian

pajak air tanah berdasarkan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung) telah
dilakukan sesuai dengan tahapan
pengendalian yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara,
ketiga informan berpendapat bahwa
proses pengendalian ini memiliki
beberapa  hambatan dan kendala
kususnya bagi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung.

Implementasi  Peraturan  Bupati
Bandung Nomor 61 Tahun 2021
Terhadap Pengendalian Air Tanah di
Kabupaten Bandung

Dalam penerapannya, kewenangan
terkait penetapan nilai perolehan air
tanah  sesuai  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
dilakukan oleh pemerintah provinsi,
dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Barat. Pembagian kewenangan
terkait sumber daya air tanah yang
terbagi menjadi pemerintah pusat dan
provinsi ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan
dasar hukum ini, maka pemerintah
kota/kabupaten, pemerintah provinsi,
pemerintah pusat serta wajib pajak air
tanah mempunya kepentingan yang
berbeda-beda dalam proses penetapan
kebijakan pajak air tanah.

Gambar 1. Alur Mekanisme

Penetapan Pajak Air Tanah di
Kabupaten Bandung
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Pendaftaran
perizinan kepada
Badan Geologi
Republik Indonesia

Pendaftaran Objek
Pajak kepada
Bapenda Kab

Bandung

Pelaporan
Pemakaian Air
Tanah setiap bulan

Penetapan NPA di
Dinas ESDM Prov
Jawa Barat
Wilayah V
Sumedang

Penerbitan SKPD
Pajak Air Tanah
oleh Bapenda Kab
Bandung

Perhitungan NPA
di Bapenda Kab
Bandung

S Wajs ek

Air Tanah
Sumber: Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

Sedangkan untuk alur mekanisme
pengelolaan pajak air tanah bagi wajib
pajak yang izinnya habis masa berlaku
atau belum melakukan perpanjangan
ditindaklanjuti dengan himbauan dan
sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk
segera melakukan proses perpanjangan
izin pemanfaatan air tanah. Hal ini diatur
pada pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 50 Tahun 2017. Untuk
sementara alur mekanismenya sebagai
berikut.

periode terbaru izin terbit.

Gambar 2. Alur Mekanisme Proses
Penetapan Pajak Air Tanah bagi
Wajib Pajak yang Masa Berlaku

Izinnya Habis atau Belum

Melakukan Perpanjangan
Diketahui  ternyata  kendala
terkait proses perpanjangan izin air tanah
ada dalam tahap verifikasi oleh sistem
OSS (One Stop-Monitoring System)
yang dimiliki oleh Kementrian Investasi
dan  Hilirisasi/BKPM.  Sebelumnya
perpanjangan izin ini  merupakan
kewenangan pemerintah provinsi dan
dialihkan ke sistem OSS sesuai dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024.
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Sehingga seluruh wajib pajak air tanah di
Indonesia melakukan perpanjangan izin
pemanfaatan air tanah melalui sistem
0SS yang menyebabkan permohonan
proses perpanjangan air tanah melonjak
tinggi dan keterbatasan sistem serta
kendala teknis yang tidak bisa
membendung  permintaan-permintaan
tersebut. Hal ini mengakibatkan proses
perpanjangan izin pemanfaatan air tanah
bisa berlangsung hingga satu tahun
lamanya.

Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak
Terkait Proses Perizinan
Pemanfaatan Air Tanah

Berdasarkan tabel 1 Rekapitulasi
Wajib Pajak dan Sumur Produksi Berizin
dan Tidak Berizin di Kabupaten
Bandung, analisis data menunjukkan
bahwa masih banyak subjek pajak air
tanah di Kabupaten Bandung yang
beroperasi tanpa izin yang sah. Dengan
jumlah total 303 Wajib Pajak dengan 523
sumur produksi, hanya terdapat 181
Wajib Pajak yang memiliki izin dengan
354  sumur  produksi. Hal ini
menunjukkan terdapat 41% subjek pajak
air tanah yang terus beroperasi tanpa izin
yang sah.

Dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 61 tahun 2021 komponen yang
mengalami perubahan signifikan yaitu
komponen kualitas air tanah. Berikut
tabel perbandingan penentuan kualitas
air tanah berdasarkan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Air Tanah dan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah.

Di Kabupaten Bandung, rata-rata
wajib pajak berada pada kategori
kualitas peringkat tiga yaitu kualitas air
baik dan tidak mempunyai sumber
alternatif. Sehingga yang sebelumnya
memiliki komponen bobot pengali
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sebesar 4 menjadi 9. Dengan ini, tagihan
pajaknya naik rata-rata sebesar 300%
dari tagihan pajak sebelumnya. Hal ini
tentu saja menjadi faktor pengendali
untuk menekan pemanfaatan air tanah
secara berlebih. Wajib pajak secara
langsung maupun tidak langsung akan
perlahan mengurangi pemakaian
pemanfaatan air tanahnya.

Implementasi kebijakan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021
dengan tujuan utama meningkatkan
pendapatan asli daerah, kebijakan ini
juga  bertujuan  untuk  mencegah
penyalahgunaan air tanah dan menjaga
keseimbangan ekosistem. Namun dalam
menjalan kebijakannya, penyelesaran
dengan kebijakan nasional terkait
desentralisasi fiskal dengan karakteristik
legal dari pajak air tanah menjadi suatu
tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Implementasi kebijakan harus sesuai
dengan konsep yang ditetapkan bersama
sehingga terjadi harmonisasi kebijakan
dan peraturan.

Sejak diimplementasikannya
komponen perhitungan baru berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
tahun 2021, penerimaan pajak air tanah
di Kabupaten Bandung mengalami
peningkatan yang sangat signifikan.
Perhitungan yang mulai
diimplementasikan pada 1 Januari 2022
sampai dengan saat ini menyumbang
persentase realisasi pendapatan yang
besar bagi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak
Air Tanah di Kabupaten Bandung
Tahun 2019 — 2024

TARGET REALISAST
TN PENDAPATAN | PENDAPATAN LEBIHKTRANG | %
018 | 1030000000000 | 1081736130420 | 4173613420 | IG3%7
015 | 9400.000000.00 | 1001851385600 | 41881585600 | 1434
00 | 570000000000 | 685332027300 | 123332027300 | 12198
01 | B300.000000.00 | S0B444932000 | 3444932000 | 10688
020 | 18300.000.000,00 | J3379472955,00 | 687947293300 | 13719
03 | 25.000000.000,00 | 27732766 223,00 | LTRT660300 | 1103
004 | 3200000000000 | 32618107019 | GIEI0N01900 | 10191
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

Pengendalian pajak air tanah oleh
Badan Pendapatan Daerah di
Kabupaten Bandung

Menetapkan Standar

Agar pelaksanaan pengendalian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
pemahaman yang mendalam mengenai
standar yang ditetapkan merupakan
suatu keharusan bagi para pelaksana
kebijakan. Pemahaman yang mendalam
terhadap  standar dan  pedoman
pelaksanaan pengendalian akan sangat
membantu Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bandung dalam
melaksanakan tugasnya. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kasubid

Penetapan pada bidang Pajak 1 Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung, seluruh petugas pajak telah
memahami  standar  aturan  yang
mendasari pengendalian pemanfaatan air
tanah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah J

v

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pedoman J

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

v

Peraturan Bupati Bandung Nomor 61

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah

Gambar 3. Urutan Peraturan yang
Mendasari Proses Pengendalian
Pemanfaatan Air Tanah
Sumber: Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

Namun seperti yang dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2019 yang menyatakan bahwa
kewenangan pembinaan, pengawasan,
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konservasi dan pengendalian
pemanfaatan air tanah ini dilakukan oleh
pemerintah pusat dalam hal ini Badan
Geologi Kementrian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) dengan
berdasarkan peraturan yang berlaku,

Badan Geologi memiliki wewenang
eksklusif ~ dalam  mengelola  dan
mengawasi pemanfaatan air tanah.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan
Geologi dapat berkoordinasi dengan
instansi terkait untuk menangani isu-isu
spesifik. Sebelumnya kewenangan ini
diemban oleh Dinas ESDM Provinsi
Jawa Barat Cabang V Sumedang. Badan
Pendapatan Daerah tidak memiliki
wewenang terkait pengendalian
pemanfaatan air tanah.

Mengukur Kinerja

Pengawasan rutin ke lapangan
telah  dilakukan  sebagai  upaya
pengendalian pemanfaatan air tanah di
Kabupaten  Bandung.  Berdasarkan
wawancara dengan Kasubid Penetapan
bidang Pajak 1 Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung bahwa
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung memiliki 5 UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah) sebagai
petugas lapangan yang melakukan
pengecekan rutin terkait pemakaian
debit air tanah wajib pajak dengan
mengecek meteran air tanah wajib pajak.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung juga telah memasang alat water
meter yang memantau debit meteran
wajib pajak secara real-time. Alat ini
belum bisa dipasang ke seluruh wajib
pajak terkait kendala anggaran juga
biaya pemeliharaan serta pemasangan
dari water meter tersebut. Sejauh ini baru
terdapat 11 (sebelas) wajib pajak dengan
total 27 sumur yang terpasang water
meter dan dipantau secara signifikan.
Pemilihan wajib pajak yang dipasang ini
berdasarkan debit pemakaian tiap
bulannya sehingga pelaku usaha dengan
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debit pemakaian yang cenderung tinggi
lebih diprioritaskan untuk dipasang
water meter terlebih dahulu.

Bentuk pelanggaran yang sering
ditemukan dalam pengecekan lapangan
adalah kerusakan water meter yang tidak
sesuai  spesifikasi  standar  yang
dianjurkan oleh  pemerintah  yang
menyebabkan perhitungan pemakaian
air tanah tidak maksimal. Badan
Pendapatan Daerah tidak mempunyai
kewenangan terkait tindak lanjut terkait
water meter dan hanya bisa memberikan
sosialisasi serta himbauan kepada wajib
pajak.

Membandingkan
Standar

Terdapat peraturan serta pedoman
dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan pajak air tanah. Namun
fakta dilapangan menyatakan ada
beberapa  ketidaksesuaian  dengan
standar yang digunakan  dalam
pengendalian pemanfaatan air tanah di
Kabupaten Bandung.

Pada kenyataannya masih ada
pelaku usaha yang memanfaatkan air
tanah namun tidak mempunyai izin
pengusahaan air tanah (IPAT) maupun
izinnya telah habis masa berlaku dan
sedang dalam proses perpanjangan.
Pelaku usaha tetap bisa mengambil dan
memanfaatkan air tanah tanpa adanya
sanksi tegas seperti penutupan sumur
atau pencabutan meteran.

Penetapan Nilai Perolehan Air
(NPA) sebagai dasar pemungutan pajak
ini hanya bisa dilakukan pada pelaku
usaha yang memiliki IPAT berdasarkan
pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 50 Tahun 2017. Jika pelaku
usaha izinnya telah habis atau dalam
proses perpanjangan izin, hal ini bukan
ranah OPD teknis seperti Dinas ESDM
Provinsi Jawa Barat maupun Bapenda
Kabupaten Bandung. Bapenda
Kabupaten Bandung hanya bisa

Kinerja dengan
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melakukan tindakan preventif seperti
pencegahan  berupa pemberitahuan
terkait masa berlaku IPAT pelaku usaha
baik secara formal maupun informal.

Pada kasus lain, masih terdapat
banyak pelaku usaha yang tidak
memiliki sumur imbuhan sesuai dengan
rekomendasi pemerintah pusat,
pemerintah provinsi maupun pemerintah
daerah. Selain itu, pelaku usaha telah
melakukan eksploitasi air tanah secara
berlebihan, melebihi batas yang telah
ditetapkan. Praktik ini menyebabkan
penurunan kuantitas dan kualitas air
tanah di Kabupaten Bandung, serta
berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan jika terus berlanjut.
Sudah ada aturan yang berlaku tentang
kelebihan debit pengambilan air tanah,
namun Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung belum menerapkan
sanksi kelebihan debit pemakaian dalam
pemungutan pajak air tanah.
Menentukan Kebutuhan akan
Tindakan Korektif

Jika ditemukan pelaku usaha yang
memanfaatkan air tanah namun belum
memiliki izin pemanfataan air tanah,
Badan Pendapatan Daerah hanya dapat
melakukan bimbingan terkait teknis
pendaftaran izin pemanfataan air tanah
serta pendaftaran wajib pajak. Tindakan
pengendalian tidak dapat dilakukan
karena pelaku usaha belum menjadi
wajib pajak daerah. Untuk kasus pelaku
usaha yang tidak bisa diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) karena
izin pemanfaatannya telah habis atau
dalam proses perpanjangan juga tidak
bisa dilakukan pengendalian oleh Badan
Pendapatan Daerah.

Keterbatasan kewenangan untuk
melakukan penindakan pada para pelaku
usaha yang melanggar kebijakan atau
peraturan pajak air tanah sehingga
pengendalian yang diharapkan seperti
penutupan sumur dan penyegelan titik
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sumur tidak dapat dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
sehingga pemanfaatan air tanah yang
dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak
memiliki izin atau izinnya sudah habis
tetap dilakukan. Jika pengendalian ini
dilakukan maka  tidak  adanya
pemanfataan air tanah yang berarti tidak
ada pajak yang harus dibayar sehingga
kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan
Badan Pendapatan Daerah sama-sama
tidak memiliki kewajiban yang harus
dijalani.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, pengendalian pemanfaatan
air tanah berdasarkan implementasi
Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
Tahun 2021 telah dilaksanakan namun
belum efektif. Penerapan  komponen
perhitungan  baru  dinilai  efektif
menaikkan realisasi pendapatan pajak
daerah namun pengendalian
pemanfaatan air tanah dalam konteks
kebijakan pajak memiliki beberapa
hambatan diantaranya pelaku usaha yang
tidak memiliki IPAT dan wajib pajak air
tanah yang telah habis masa berlaku
[PAT-nya atau dalam proses
perpanjangan IPAT tidak dapat langsung
dikendalikan oleh Badan Pendapatan
Daerah kota/kabupaten terkait. Badan
Pendapatan Daerah tidak memiliki
payung hukum terkait kewenangan atau
kebijakan perizinan pemanfaatan air
tanah. Badan Pendapatan Daerah hanya
dapat memberikan himbauan dan
konsultasi kepada wajib pajak dan
memberikan informasi yang dibutuhkan
terkait proses perizinan.

Saran

Pengendalian pemanfaatan air
tanah berdasarkan implementasi
Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
Tahun 2021 telah dilaksanakan namun
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belum efektif. Penerapan  komponen
perhitungan  baru  dinilai  efektif
menaikkan realisasi pendapatan pajak
daerah namun pengendalian
pemanfaatan air tanah dalam konteks
kebijakan pajak memiliki beberapa
hambatan diantaranya pelaku usaha yang
tidak memiliki IPAT dan wajib pajak air
tanah yang telah habis masa berlaku
IPATnya atau dalam proses
perpanjangan IPAT tidak dapat langsung
dikendalikan oleh Badan Pendapatan
Daerah kota/kabupaten terkait. Badan
Pendapatan Daerah tidak memiliki
payung hukum terkait kewenangan atau
kebijakan perizinan pemanfaatan air
tanah. Badan Pendapatan Daerah hanya
dapat memberikan himbauan dan
konsultasi kepada wajib pajak dan
memberikan informasi yang dibutuhkan
terkait proses perizinan.
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